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BAB IV  

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka penelitian 

terkait Analisis Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan 

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa Dasar Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Kenaikan 

Tarif PPN menjadi 12% 

Bahwa Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% 

merupakan kebijakan strategis pemerintah yang secara normatif 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai upaya 

mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan 

nasional. Ketentuan hukum yang mengatur kenaikan tarif PPN, mulai 

dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hingga peraturan 

pelaksana di tingkat menteri, menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 

ditempatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menutup 

kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan 

kapasitas penerimaan negara yang masih terbatas. Kebutuhan 

penerimaan negara yang terus meningkat, terutama pasca pandemi 
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COVID-19, menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah 

mengambil kebijakan kenaikan tarif PPN secara bertahap. Kenaikan 

tarif dari 10% menjadi 11% (berlaku 1 April 2022) dan selanjutnya 

menjadi 12% (berlaku paling lambat 1 Januari 2025) memperlihatkan 

bahwa pemerintah mengambil pendekatan gradual untuk memberikan 

waktu adaptasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, 

pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan 

keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan 

publik demi kepentingan umum serta kelangsungan aktivitas ekonomi 

nasional. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang, 

pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 

Tahun 2024 yang mengatur implementasi teknis tarif PPN 12%. 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum 

dalam penerapan tarif baru, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi 

melalui mekanisme diferensiasi tarif antara barang mewah dan non-

mewah. Namun demikian, delegasi kewenangan penetapan tarif 

melalui peraturan menteri secara faktual menempatkan pemerintah 

sebagai aktor yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengatur aspek 

material perpajakan, yang dalam teori hukum pajak seharusnya diatur 

secara eksplisit dalam undang-undang. Kewenangan pemerintah 

dalam menetapkan kenaikan tarif PPN bersumber dari legitimasi 

demokratis melalui proses legislasi yang konstitusional. Undang-

Undang HPP telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan 
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Rakyat Republik Indonesia, sehingga kebijakan ini merupakan hasil 

dari proses deliberasi demokratis yang melibatkan wakil rakyat. Pasal 

7 ayat (1) UU HPP secara tegas mengatur kenaikan tarif PPN dan 

memberikan kepastian mengenai jadwal implementasinya. Dengan 

demikian, dari aspek formal-prosedural, kewenangan pemerintah 

dalam menetapkan kenaikan tarif PPN telah memenuhi syarat 

legalitas berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

2. Bahwa Permasalahan Hukum dalam Penerapan Tarif PPN 12% Melalui 

PMK Nomor 131 Tahun 2024 

Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% melalui 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 menimbulkan 

permasalahan hukum yang signifikan dalam perspektif asas legalitas 

dan prinsip kepastian hukum. Meskipun kebijakan ini secara normatif 

bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam 

praktiknya penerapan melalui peraturan menteri berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem perpajakan 

Indonesia. 

Permasalahan utama terletak pada mekanisme penetapan 

diferensiasi tarif efektif melalui pengaturan Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) nilai lain. PMK 131/2024 mengatur bahwa untuk barang dan jasa 
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non-mewah, pengenaan PPN dihitung dengan tarif 12% dari DPP nilai 

lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga menghasilkan tarif efektif 

11%. Sementara untuk barang mewah yang dikenai Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), tarif PPN 12% dikenakan secara penuh. 

Mekanisme ini secara faktual menciptakan dua rezim perpajakan yang 

berbeda, meskipun UU HPP hanya menetapkan satu tarif tunggal 

sebesar 12%. 

Sentralisasi kewenangan penetapan mekanisme tarif kepada Menteri 

Keuangan melalui PMK secara substansial menimbulkan pertanyaan 

mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas pajak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Asas legalitas mensyaratkan bahwa 

segala hal yang bersifat material dalam perpajakan, termasuk tarif 

pajak, harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang, bukan dalam 

peraturan pelaksana. Kondisi ini memenuhi unsur pembatasan prinsip 

legalitas sebagaimana diatur dalam teori hukum pajak yang menganut 

doktrin "nullum tributum sine lege" (tidak ada pajak tanpa undang-

undang). 

Dari aspek kepastian hukum, penerapan PMK 131/2024 

menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, kompleksitas 

klasifikasi barang mewah dan non-mewah yang tidak sepenuhnya jelas 

dapat menimbulkan multitafsir di kalangan wajib pajak. Kedua, 

penggunaan mekanisme DPP nilai lain untuk menciptakan diferensiasi 
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tarif efektif berpotensi menimbulkan inkonsistensi interpretasi antara 

wajib pajak, konsultan pajak, dan otoritas pajak. Ketiga, ketiadaan 

pengaturan yang detail dalam undang-undang mengenai kriteria 

pembedaan perlakuan perpajakan dapat memicu sengketa pajak yang 

pada gilirannya membebani sistem peradilan pajak. 

Penggunaan Pasal 7 UU HPP sebagai dasar delegasi kewenangan 

kepada Menteri Keuangan tidak dapat diterapkan secara absolut. 

Meskipun undang-undang memberikan ruang bagi pemerintah untuk 

mengatur hal-hal teknis melalui peraturan pelaksana, delegasi tersebut 

tidak boleh mencakup pengaturan yang bersifat substantif dan material 

seperti penetapan tarif atau diferensiasi pembebanan pajak. Apabila 

PMK hanya digunakan sebagai instrumen administratif tanpa 

pengawasan legislatif yang memadai, maka kebijakan tersebut 

berpotensi menyimpang dari prinsip pemisahan kekuasaan dan check 

and balance dalam negara hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan tarif PPN 12% melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024 

berada dalam posisi yang bersinggungan, bahkan berpotensi 

bertentangan, dengan prinsip-prinsip asas legalitas dan kepastian 

hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan 

perumusan kebijakan yang lebih proporsional agar tujuan optimalisasi 

penerimaan negara tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip 

kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan keberlanjutan 
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sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI 

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 7, untuk 

memberikan pengaturan yang lebih eksplisit dan detail mengenai 

mekanisme penetapan tarif PPN, termasuk kriteria diferensiasi tarif untuk 

barang mewah dan non-mewah. Pengaturan tersebut harus ditetapkan 

langsung dalam undang-undang, bukan didelegasikan kepada peraturan 

pelaksana, guna memenuhi asas legalitas pajak secara utuh. Pemerintah 

perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif dan komprehensif kepada 

seluruh pemangku kepentingan, terutama wajib pajak dan pelaku usaha, 

mengenai mekanisme penerapan tarif PPN 12% dan klasifikasi barang yang 

dikenakan tarif berbeda. Transparansi dan kejelasan informasi akan 

meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan sukarela wajib pajak. 

2. Kepada Kementerian Keuangan 

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PMK 

Nomor 131 Tahun 2024, terutama mengenai efektivitas mekanisme DPP 

nilai lain dalam menciptakan diferensiasi tarif. Apabila mekanisme tersebut 
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menimbulkan kompleksitas administratif atau potensi sengketa yang tinggi, 

perlu dipertimbangkan penyederhanaan pengaturan atau penetapan tarif 

tunggal yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kementerian Keuangan 

juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk 

memastikan bahwa penerapan tarif PPN dilaksanakan secara konsisten dan 

adil oleh seluruh wajib pajak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan 

atau interpretasi yang menyimpang dari tujuan kebijakan. 
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